vy,

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 4162 /3.1 -100/X1 /2011 . Jakarta, 8 November 2011
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Penyumpaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

Yth. 1. Para Pejabat Eselon | di lingkungan Badan Pertanahan Nasional R.1.;
2. Para Pejabat Eselon Il di lingkungan Badan Pertanahan Nasional R.1.;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
di
Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode
Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Schubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan sebagai berikut:
1. Diminta Saudara mensosialisasikan Peraturan tersebut kepada seluruh

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja Saudara dan Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota serta melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap pelaksanaannya;

2. Sebagaimana ketentuan Pasal 23, Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
diminta untuk segera membentuk Majelis Kode Etik di masing-masing
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Kabupaten /Kota;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, semua pegawai diwajibkan
menandatangani pakta integritas, sesuai dengan format Lampiran | atau

Lampiran Il Peraturan tersebut di atas;

Demikian untuk menjadikan maklum dan segera melaporkan

pelaksanaannya.

*-Managam Man¥rung, S.H., M.Kn.
~ NIP, 19531015 198103 1 007

Tembusan:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta.
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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

.,

d.

bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menjamin  pelayanan  publik  di  lingkungan  Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk
memberi  perlindungan  bagi  setiap masyarakat  cdari
penyalahgunaan wewenang -di  dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, diperlukan Kode Etik Pelayan Publik dan
Penyelenggara Pelayanan  Publik  di  lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang
bersih, berwibawa, juga dalam rangka meningkatkan
transparansi dan integritas pegawai, serta meningkatkan
disiplin pegawai sehingga terselenggaranya pelayanan secara
adil dan merata, berkemampuan melaksanakan tugas sceari
profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
tugas pemerintahan dan pembangunan serta bebas dan
bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

bahwa berdasarkan ketentuan — Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi dan Organisasi
Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menctapkan kode
etiknya masing-masing berdasarkan karakteristik instansi
dan organisasi profesi,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan hurufl ¢ serta dalam rangka
mengemban amanat ketentuan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 20006 tentang Badan Pertanalhian
Nasional dan ketentuan-ketentuan lain, periu ditetapkan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia tentang Kode Etik  Pelayan  Pubbk dan
Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat
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npngat b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negary Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nepars Republik
indonesia Nomor J041) scebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik  Indonesin Tahun 1999, Tambahan  Lembinrian
Negara Republik Indonesia Nomor 3890),

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  (entuang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2094)
schagaimuana teluh diubah dengan Undang-Undang Nomaor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4150);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraun  Neguara Yang Bersih dan  Bebas  Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang
Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan
Hidup;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun

2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan
Nasional;

10. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nomor 8 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan
Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan,

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

12. Peraturan.
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12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan;

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
dan Pengaturan Pertanahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TENTANG KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1

~l

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuban  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan bag! scuiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan
pelayanan internal di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia vang melakukan pelayanan publik dan
pelayanan internal.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyatuan
kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai
dungan Standar Pelayanan.

Kode Etik Pelavan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik Badan
Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam
melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok,
maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.

Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawal
Negeri Sipil yang bertentangan dengan kode etik

Q. Atasan
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9. Awasan langsung adalah pimpinan/pejabat setingkat di atasnya langsung dari
pelayan publik maupun penyeienggara.

10. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung pelavan publik, atasan
langsung penyelenggara pelayanan publik vang berwenang menghukum
pelayan publik atau penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode
etik.

11. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi
pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta
menyelesaikan pelanggaran kode ctik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil.

12. Unit Pengelola Pengaduan Internal/Eksternal adalah unit yang mengelola

semua jenis pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode etik dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan perjuangan,
pengabdian, kesetinan dan ketaatan pegawai kepada Negara Kesatuan dan
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta kualitas Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam
melalisanakan tugas.

Pasal 3
Kode etik bertujuan untuk: -

a. menjamin kelancaran pelaksaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di bidang pertanahan sesuai dengan Standar Pelayanan dan
peraturan perundang-undangan;

b. membina karakter/watak, moral, perilaku, kesadaran akan tanggung jawab,
‘keteladanan dan wawasan kebangsaan bag pegawai Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, sebagai “unsur aparatur negara dan abdi
masyarakat;

¢. mewujudkan kemampuan profesional yang bermutu tinggi, tangguh dan
handal bagi pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

d. meningkatkan disiplin, menumbuhkan semangat, ctos kerja dan dedikasi
untuk meningkatkan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

e. membina kebersamaan, semangat persatuan, kesatuan untuk meningkatkan
kekompakan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat; dan

menjamin  terwujudnya perlindungan dan  kepastian hukum dalam
penyelengaraan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berguna bagi
kesejahteraan rakyat.

BAB lII...







